
TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN  

DI SEKRETARIAT DPRD 

 

a. Tujuan. 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 

tertentu, umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan 

diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat DPRD 

Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. 

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk 

mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan 

strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang 

menetapkan pencapaian tujuan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya pelayanan prima terhadap DPRD Kabupaten Sintang. 

2. Meningkatkan SDM untuk menunjang pelayanan kepada anggota DPRD 

3. Terciptanya hubungan kerja yang sinergi antara legeslatif dengan 

eksekutif. 

Lebih jelasnya penjabaran tujuan dijabarkan dalam tujuan 

strategis, sebagai berikut : 

1. Tujuan strategis untuk mencapai misi: “Meningkatkan efektivitas 

persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD” adalah 

Meningkatkan kualitas penyiapan bahan rapat dan risalah, 

penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas 

serta tertibnya pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi 

kepanitiaan dan fraksi; 

2. Tujuan Strategis untuk mencapai misi: “Meningkatkan penyiapan 

dan pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat” 



adalah Menciptakan produk hukum yang berkualitas dan 

hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta 

terdokumentasikannya kegiatan DPRD dengan baik. 

 

b. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. 

Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang 

merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, 

yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun 

melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini 

diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, 

program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta 

dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-

nya. 

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses 

perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk 

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Sintang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan 

rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti 

menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang. Sasaran-sasaran yang 

ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang 

terkait. 

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan 

telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan 

dicapai. 

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD 

selama 5 (lima) Tahun periode 2017–2021 adalah sebagai berikut : 

1) Koordinasi antara Sekretaris DPRD dengan pihak Eksekutif. 

2) Melaksanakan pengadaan dan dokumentasi kegiatan/program 

kerja DPRD. 

3) Upaya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD. 

4) Pengembangan SDM. 



 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut Sekretariat DPRD menetapkan 4 

(empat) tujuan yaitu : 

Tujuan Pertama : 
 

“Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan kualitas 

peralatan kerja agar dapat berperan aktif dalam memberikan 

pelayanan kepada DPRD”, dengan sasaran :  

1. Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan, dan 

wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja 

dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, dengan 

indikator kinerja sasaran diantaranya : 

- Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti 

Diklat/Bimtek/Sosialisasi  

- Jumlah rata-rata hari Diklat/Bimtek/Sosialisasi per pegawai. 

- Bertambahnya motivasi kerja. 

- Meningkatnya disiplin pegawai dan meningkatnya semangat 

kerja. 

 

2. Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan 

berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya : 

- Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan. 

- Tingkat kelayakan sarana dan prasarana yang ada. 

- Tingkat ketepatan waktu laporan barang daerah. 

- Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana prasarana 

yang memadai. 

 

Tujuan Kedua : 

“Menciptakan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, 

bersih dan akuntabel”, dengan sasaran Meningkatnya perencanaan 



kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai 

dengan ketentuan, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya : 

- Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan 

pegawai. 

- Tersedianya LAKIP. 

- Tersedianya Laporan Tahunan. 

- Tersedianya Rencana Strategis. 

- Tersedianya Laporan Keuangan. 

- Tingkat ketepatan penyusunan perencanaan kerja. 

 

Tujuan Ketiga : 

“Meningkatnya kualitas penyiapan bahan rapat dan risalah, 

penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas serta 

tertibnya pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi kepanitiaan 

dan fraksi”, dengan sasaran : Meningkatnya kelancaran 

persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD, dengan 

indikator kinerja sasaran diantaranya : 

 

1. Jumlah Rapat Komisi yang difasilitasi Sekretariat. 

2. Jumlah Rapat Kerja yang difasilitasi Sekretariat. 

3. Jumlah Rapat dengar pendapat yang difasilitasi Sekretariat. 

4. Jumlah Rapat Paripurna yang difasilitasi Sekretariat. 

5. Jumlah Rapat Pimpinan yang difasilitasi Sekretariat. 

6. Jumlah Kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi Sekrtariat. 

 

Tujuan Keempat : 

“Menciptakan produk hukum yang berkualitas dan hubungan yang 

harmonis dengan masyarakat serta terdokumentasikannya kegiatan 

DPRD dengan baik”, dengan sasaran : Terciptanya keselarasan 

dan kesesuaian produk hukum, dengan indikator kinerja sasaran 

diantaranya : 



1. Jumlah Aspirasi masyarakat yang ditampung dan diajukan kepada 

Anggota Dewan. 

2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diagendakan untuk 

dibahas dan disetujui oleh Dewan. 

3. Jumlah Raperda yang disetujui menjadi PERDA. 

4. Jumlah Produk Perda yang merupakan penetapan hak inisiatif Dewan. 

 


